
4. Undang-Undang , 

J, 

l. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang Penetapan 
Undang-Vndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pcmbemukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia l'ahun 1953 Nomor 9. Tambahan 
Lernbaran Negara Republtk Indonesia Nomor 352) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 1820): 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pcnyelcnggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 
Neporismc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor. 31 , Tahu.n 1999 tentang 
Pt-mberanrasa.n Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
~mbA.ran N~gara Repubtik lndonesia Nomor 3874J, 
st'bagaimano relah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tnhun 2001 (Lembaran Nrgara Republik Jndoncsia_Tahun 2001 
Nomor 13-1. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor -1150): 

I. 

a. bahwa dalarn rangka memngkatkan kesadaran Pcgawai Negeri 
Sip,I di Lmgkungan Pernerintah Kabupaten Sintang agar 
menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya. serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 
Pemeri.ntah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan .Jiwa 
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri SipiL perlu diatur Kode 
En1' Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupaten 
Sin tang: 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang 
tcntang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pcmcnntah Kabupaten Sintang: 

BUPATI Sll'fTAlfG, 

BUPATI SINTANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURA!f BUPATI SllfTAJfG 
NOMOR 28 TAHUN 2017 

TENTANC 

KODE ETlK PECAWAJ NEGERJ SlPlL DI LINGKUNCAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANC 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

01100~5 

, ~ 
• 

I l \t~mmbang 
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BAB I .•. 

SINTANO 1'ENTANO KOOE ETIK PEOAWAI 
LINOKUNOAN PEMERINTAJi KABUPATEN PERJIT\JRAN BUPATI 

NEOERI SIPIL DI 
SINTANO. 

IDDIUTUSKAII: 

13. 

12. 

11. 

10. 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 IO tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5135); 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6041); 
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 ten tang Sumpah 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 148, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1915): 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
21 Tahun 1960 rentang Tarnbahan Peraturan Presiden Nomor 
11 Tahun 1959 tentang Sumpah .Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
dan Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 1035); 

Kcputusan Prcsiden Nomor 82 Tahun 197 l tentang Korps 
Pegawai Republik Indonesia; 
Peraturan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 
tcntang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Oaerah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang 
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 7); 

9. 

8. 

7. 

Undang-Undang N 5 N ornor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara 

6(Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 

N
omor 

5 
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

ornor 494); 

gndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
N aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

omor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telahndiubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang 
Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3059); 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 
Peraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pcmcrintah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

6. 

OOOOJ6 

5. 

4. 

-- 



BAB II 

16 

Saksi adalah seseorang yang dapat mernberikan keterangan guna kepenungan 
pemeriksaan rentang suatu l)t'lan&.~aran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat 
aendui dan/atau sa alarru sendiri. 
Laporan adalah P<'mbentahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat 
}Mg berwenang rentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik. 
?engaduan adalah P<'mberitahuan secara lisan dan/mau tertulis yang disertai 
pttmmtaa.n olc-h p1hak yang berkt'J)C'lllingan kepada pejabat ~ ang l)er,,enang 
Untuk dilakuka.n pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan 
pelanggaran kode C'Uk. 

IS. Sadan Kepep"aian dan Pt'ngembangnn Sumb~r Dllya Mnnusia yang 8"lanjutnya 
d,am.g)(at BKPSDM adalah Badnn Kepegnwnian dnn l~ngembangan Surnbcr Daya 
Manu,,a Kabup&t<'n Sintang. 
i'eJab&t )&ng bcN enang ad&!Ah Pf-Jabat Pembina Kepegawainn Daemh atau 
Pei•b&t lain yana ditunjuk. 

l 

9. 

10. 

t 11. 

12 

' I 13 
I 
l 14 • 

[)al.tm ~rnturan Bupau mi yang dimaksud dengan: 
l. Bup.'\tl ndnlah Bupan Sintang 
l Pt'mt'rintah Daernh adalah Kepnln Dnrrnh sebngni unsur pen) t'lengi:nrn 

Prmenntnhan Daerah ynng mernimpin pelnksannnn urusnn Pt'merintnhon yang 
menjndt kt'" enangan Dnerah Oionom. 

3 Kepala Pernngkat Daemh adalah Kepaln Pl'n111gk111 Dnrmh di Ungkungan 
Pemerintah l,.11bupaten S1111nng. 

~ Pt'g,\\\l\t N<'g<'n Srpil ynng m•lnnjutnyn disingkat PNS ndatah warga negara 
tndonesra )ting memenuhi S)tU'l\l rertentu. diangkat sehagni Pt'gnwn, Apnrarur 
S1p1l Nt'gara secara t<'lnp oteb IX'Jnbnt pembinn krpe1tnw11ian untuk menduduki 
jabatan perneriruahan 

S Kode Etik PNS) ang setanjutnya ,liscbul l\odc F)ik ndalnh pedcman siknp. ungkah 
laku, dan perbuatan l'NS Pernermtnh Kubupatcn Sintung di dnlam melaksanakan 

) tugasnya dan pergaulan h1dupn)n sehnri-hari. 
6. Majchs Kehormatan Kode E11k PNS )Ung selanjutnya disebut Majelis Kock Etik 

adalah lernbaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas rnelakukan 
penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh PNS. 

7. Pelanggaran adalah sikap. perilaku. perbuatan. tulisan dan ucapan PNS yang 
bertentangan dengan bunr-butir kode etik. 

8. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan clan persatuan, kebersamaarr, kerja sarna, 
tanggung jawab. dedikasi. drsiphn. kreativitns, kebanggaan dan rasa memiliki 
Orgamsasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode ctik. 
?elapor adalah seseorang karena hak atau kewajibarmya berdasarkan peraturan 
l)t'rundang-undangan harus memberitahukau kepada pejabat yang berwenang 
tentang telah dan/at:au sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik. 
?engadu adalah seseorang yang mernberitahukan disertai permintaan kepada 
pejabat yang bemenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran 
kode etik. 

Pnsal I 

8Al3 I 
KETENTUAN UMUM 

OtJOOB7 



BAB lV ... 

e. 
r. 
I, 
h. 
i. 

semangat nasionalisme; 
mengutamakan kepenungan Negara di atas kepenringan pribadi atau gotongan: 
ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 
penghorrnatan terhadap hak asast manusia: 
tidal< disknminatif; 
profesionalisme, netralltas. dan bcrmoral unggr. dan 
eemangat Jiwa korps. 

d. 

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nila1 dasar sebagai berikut : 
a. ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa; 
b. keseuaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

c. 

Pasal 5 

BAB Ill 
NILAl·NllAI DASAR BAO! PNS 

perbuatan: 
tulisan dan; 
ucapan. 

Ruang linglmp kode Erik PNS meliputi : 
a. sikap: 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 4 

I 

I 
i 

e. memngkatkan citra dan kinerja PNS. 

Kode Euk PNS bertujuan unruk : 
a. mendorong pclaksanaan tugas sesua] dengan kelentuan peraturan perundang- 

undangan: 
meningkatkan disiplln baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup 
bermasyarakat. berorgamsasl. bcrbangsa dan bem<"gara: 

c. menjarnm kelancaran dalam pelaksanaan cugas dan suasana kena yang harmonis 
dan kondusif: 

d. meningkatkan kualnas kerja dan perilaku PNS yang profesional: dan 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3 

Pasal 2 
h'.ode Etik PNS dimaksudkan untuk membcrikan pedoman s1kap. tingkah taku , 
perbuaUUl dan ucapan bagi PNS termasuk Calon PNS dalam metaksanakan rugasnya 
serta pcrgaulan hidup sehan-hari. · 

Bagian Kesatu 
Maksud 

BAB 11 
MAKSUD,TUJUAN DAN RUANO LI~GKUP 

. · 0000,s 
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h. mem bangu n ... 

(} 
Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah: 
a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas 

kepentingan pribadi atau gotongan; 
b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan 

maupun di luar kN:linasan; 
c. melaksanakan tugas dan "ewenang S<"suai peraturan perundang-undangan; 
d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan olch pejabat yang berwenang: 
e b · b tas pelaksanaan rugas dan perintah sesuai dengan tau, cara 

· ertanggung jawa a 
dan peraturan yang berla.ku; 

f. tid k ·k dan menyebarluaskan infom1asi yang bersifat rahasia baik 
a mc,:,yampa1 an . ·-"nya kepada orang lain sesuai dengan peraruran 

karcna s,rat maupun perinuu• 
perundang-undangan; g. m . kka lkap kcpcmimpinan melalui kcteladanan. ketulusan, dan 

k 
en.unJu n '" l k aan tu•AS untuk tujuan organiaAsi: 
ewlbawaan dalam pc a sanaa ..-- 

Pasal 7 

Etika bcmcgara scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a meliputi: 

a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Oasar 1945; 
i) b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; 

c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

d. mentaati scmua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas; 
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa; 
f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi,Kolusi 

dan Nepotisme (KKNJ; 
g. tanggap, terbuka, jujur, dan Akurat. serta tepat waktu dalam melaksanakan 

setiap kebijakan dan program pemerintah; 
h, menggunakan atau memanfaatkan semua surnber daya negara secara efisien dan 

efektif;dan 
i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. 

Pasal 8 

dan kehidupan sehari-hari wajib 

0000~9 
BABIV 

KODE ETIK PNS 

Pasal6 
Setiap PNS dalam melaksanakan . 
bersikap dan berpedornan pada etiktugas _ked,_nasan a, mehpuu : 
a. etika dalam bemegara; 

b. etika dalarn berorganisasi; 
c. etika dalam bermasyarakat· 

' 
d. etika terhadap diri sendiri;dan 
i. etika tcrhadap sesama PNS. 



• 

.• ! 
t 

Pasal 11 ... 

j. 
i. 

f. 
g. 
h 

berinisiatif untuk 
keterampilan. dan sikap; 
memiliki daya juang yang tinggi; 

. · mani dan rohani; memehhara kesehatan J89 

d k harmonisan keluarga 
mcnjaga keutuhan an e 

·1 derhana rapi, dan sopan;den 
berpenarnpi an se · d pat menurunkan harkat 

. kataan maupun perbuatan yang a 
11dak melakukan per . PNS 
dan martabat sebagai pribed• maupun · 

e. 
d. 
c. 

jujur terhadap diri sendiri; 
terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; 
bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; 
mcnghindari kcnflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan: 

meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, 

b. 

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d rneliputi: 

~ a. 

Pasal 10 

Etika dalam bermasyarakat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi: 
a. rnewujudkan pola hidup sederhana: 
b. memberikan pelayanan dengan ernpati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta 

tanpa unsur pernaksaan; 
7\( c. memberikan pelayanan secara cepat, tcpat, terbuka dan adil serta tidak 
II diskriminatif; 

d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta 
pendapat dari tingkungan masyarakat; 

e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepcntingan masyarakat 
umum; 

f. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalarn kehidupan 
bermasyarakat;dan 

g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan 
tu gas. 

Pasal 9 

j. 

i' 

h. membangun etos kerja um k . u men1ngkatka ki · . enjalin kerja sarna se n merja organisast; 
k - earn kooperatif de · . . rang a pencapaian tuJ·uan or<>o . . ngan unit kerja lam yang terkAit dalam ,,...msas,· 

memiliki kompetensi dalarn I· k ' pe a sanaan tugas· 
.k. patuh dan taat terhadap stand . ' ar operas,onal prosedur dan tau, kerja· 
I. mengernbangkan pemikiran 8 . . . • 

kinerja organisaat; dan ecara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan 

m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. 

· · 000090 



Bogian Kedua .. 

fl) Sanksi moral scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: 

a pemyataan secara terbuka;atau 
b pernyataan secara rerturup 

(21 Pemyataan aecara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat [I] huruf a dapat 
bcrupa diumumkan pada saat ape! PNS dan/atau forum resmi PNS dan/atau 
pada pepan pengumuman resmi. 

131 Pemyataan eec,.ua tertutup sebagaimana .d,m~~sud pa~a ayat (11 huruf b 
dil&kukan dalam pertemuan tertutup yang d1had1n oleh pejabat yang berwenang, 
atau.n langsung terlapor dnn pelnpor. 

I~) PNS yang diberikan sanksi morel sebagalmana dimaksud pado ayat (21 dan 
ayat 131 ha.rua menlndaklanjuli dengan membuat pernyataan permohonon maaf 
dan/atau penyeealan. 

Pasal 13 
J. 

(1) PNS yang melanggar ketentuan kode Etik dikenakan sanksi moral. 

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan 
dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari 

Majelis Kode Etik. 

(3) Pemyataan pejabat yang berwenang sebagairnana dimaksud pada ayat (21 
harus menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilanggar PNS. 

Pasal 12 

Bagian Kesatu 
Sanksi 

~ V BAB V 
SANKS! MORAL. DAN TINDAKAN ADMJNISTRATIF 

£tika terhadap sesarna PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mehputi: 
a. menghonnati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umal 

beragama/kepercayaan; 

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS; 
c. saling mengho~ati antar teman sejewat, baik secara vertikal maupun horizontal 

dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; 
d. menghargai perbedaan pendapat; 
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS; 

f. menjunjung tinggj kesetaraan gender; 
g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif eesama PNS;dan 
h. berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamm 

terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan 
hak-haknya. 

Pasal 11 

000091 



Pasal 17 ... 

!II Dalam rangke melaksonakan Kade Etlk dibentuk Majelis Kode Etik dan 
Sckretariat Majclls Kode Etlk. 

121 Pembentukan Majclla Kade Etik dan Sekre)ariat Majelis K~e Etik sebagaimana 
dlmakeud pad a ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupau. 

BAB VII 
MAJELIS KODE ETII< 

Pasel 16 

(71 Dalam melaksanakan tugasnya. Majelis Kode Etik dan BKPSDM bekerja dengan 
prinsip praduga tak bersalah. 

(8) Sldang M9jelia Kade Etik dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 21 (dua 
puluh satu] hari kerja sejak laporan/penpduan diterima Bupati harus sudah 
mcnjatuhkan putuaan. 

Bupati disertai usulan 
lanjut penyelesaian 

16) ,o BKPSDM selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada 
pembentukan Majelis Kade Etik atas tindak 
laporan/ pengaduan. 

121 

Ill Pcnangunan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau 
pengnduan yang diajukan secara : 

a Haan yang disertai identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas 
pencrimu laporan;dan/atau 

b tertulis yang ditandatangarn disertai dengan identitas yang jelas oleh 
pclapor / pcngudu. 

Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dtlaksanakan oleh semua Kepala Perangkat Daerah. 

13) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang dapat 
ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan. 

(41 Apabila berdasarkan haail pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat 
bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode 
Etik, maka kepala Perangkat Daerah rnengirimkan berkas laporan dan/atau 
pengaduan kepada BKPSDM selaku Sekretariat Majelis. 

(5) 13KPSDM dapat meminta saran hukum kepada Bagian Hukum dan Hale Asasi 
Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang atau lnstansi/Perangkat Daerah 
lain yang dianggap berkompeten. 

) 

BAB VI 

TATA CARA PENEOAKAN KODE ETIK 

Pasal IS 

l'N~ Y'"'J.I mehvkuknu fl<'hrnggaran kode etik setain diberikan sanksi moral 
~d 111)1,n I I rur 1111 <Ii rnu ksud da lam pasa I J 3, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode 
Et1k t1npnt drberiknn tindnkan ndministrauf sesuai peraturan perundang 
un,lun'!,hll. 

Pusal 14 

Bagian Kedua 
Timlakan Administratif 

000092 
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BAB Vlll ... 

UI Sldang Majelia Kode Etik tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh 
terlapor eetelah dipanggil eecara ssh 2 (dual kali dengan tenggang waktu antara 
panggi.lan kesatu dan panggllan kedua selarna 7 (tujuhl hari kerja. 

(2) Sidang Majelis Kode Etik tetap mcmberikan keputusan sidang walaupun terlapor 
tldak hadir dalam sidang. 

131 Keputusan Majelia Kode Etik beraifat final. 

Pasal 22 

Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui rnusyawarah mufakat. 
Dalam hat musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
tercapai, rnaka keputusan diambil dengan suara terbanyak. 

(3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap 
menandatangani keputusan sldang. 

(4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (31 dituangkan dalam berita 
acara aidang. 

I \I) l, (2) 

I 

Pasal 21 

(4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban : 
a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang; 
b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;dan 
c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan 

di lapangan. 

0 

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban : 
a. menyiapkan administrasi keperluan sidang; 
b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, 

pelapor /pengadu dan/atau saksi yang diperlukan; 
c. menyusun berita acara sidang; 
d, menyiapkan keputusan sidang; 
e. menyarnpaikan surat keputusan sidang kepada terlapor; 
f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;dan 
g. menandatangani berita acara sidang. 

(2) \Vakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban : 
a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis; 
b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan; 
c. mengoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis;dan 
d. menandatangani berita acara sidang. 

• 



Pasal 25 ... 

f f 111 Pclapor/pcngadu berhak: 
a mengetahui tindak lanjut lapornn/pengaduan yang disampaikan: 
b mengajuknn sakei dalam proses persidangan; 
c mendapatknn perlindungan: 
d mendapatkan salinan berita acara pemeriksaamdnn 
e mendaparkan perlindungan administratif. 

(2) Pe!apor/pengadu bcrkcwajibon : 

a. mcmbcrikan luporan/pengoduan y11ng dapat dipcrtanggungjawabkan; 
b. mcnjeg.a kemhaslaan IAporan/pengoduon yang disampatkan Bupali; 
c. memenuhi semuo panggilan; 
d. mcmbenlcan keterongnn untuk rnemperlancar jalonnya sidang Majelis Kode 

Etlk; 
e, memberikan identitos secara jelos:d11n 
t, menuu,tl ecmua ketentuan yang dlkeluarkan oleh Majelis Kode E1ik. 

PaMI 2-1 

I () (2) Terlapor berk<'I\IIJiban : 

a memenuhi panggil11n sidang: 
b rnenghadrri sidang: 

c menjawab sernua pcrtanyaan yung diajukan oleh Kellin clan Anggota Mnjelis 
Kode Elik; 

cl rnemberikan kererangan untuk mcmperlnncar jalannya sidang Majclis Kode 
Etik; 

e mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Mnjelis Kode Etik; dan 
f berlaku/bcrsikap sopan. 

(I) 'l'erlnpor IX'rhAk : 

ft. mengrtahut ausunnn kennggotann M,tjcli8 Kode Elik sebelum pelaksanaan 
sldnng; 

b. rnenerirnn 8'1linnn berkos lnpornn/peugndunn bntk sendlri-sendiri mnupun 
l><"rilf11nn·811m11 poling lnmhnt 3 (tign) hnri k~1jn sebelum ditaksnnnknn aidnng; 

e. mr1111J\luk11n pcmbelnnu; 

d mrn1v\iuk11n •mksi ,lnlnm proses p,•rNid111111nn; 

e. nu-nerima 111,hnnn kepurusun 11i,l11ng puling l111ub111 3 (rign) hari kl'rj& setelah 
keputusnn d1lmrnkon,d11n 

r. mendnpmknu perlindungnn admlniatrntl]; 

IIA!l VIII 
·r~:J.11.Al't)I{, PlsLAl'()J,!/1'1•:NOAl)lJ DAN SAKS! 

·~ · 000095 

• t 
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............................................. 

Pelapor Pegawai Penerima Laporan 

······························ .. Sintang, 

Oemlklan laporan lnl dibuat dengan sebenamva di ·····················-····················· 

............... 

................................................................................................................................... 
Q ::: :::::::::: :: : : : : : ::: : : : : :: : : :: : :: : : :: :: : : .: : :: :::: .: : : :: : : ::::::: :: : :: ::: ::: : :: .: :: .: : :: : : :: :: : ::: . :: ::: .: :: :: .: ::: : : : : :· 

............................................................................................................................ 

I. Nama 
Afamat 

2. Narna 
Afamat 

3. Nama 
Alamat 

lsi laporan 

SAKSI- SAKSI 

IOENTITAS TERLAPOR 
Nam a 
NIP 
Pangkat/Gol Ruang 

I O Jabatan 
Unit Kerja 

IOENTITAS PELAPOR 
Nama 
NIP 
Pangkat/Oot Ruang 
Jabatan 
Unit Ketja 

A. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN 

LAPORAJf I PElfOADUAJf LISAJf 
Nomor: 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANO 
NOMOR : 28 TAHUN 2017 
TANGOAL 3 April 2017 
TENTANG : KODE ETIK PECA\VAI NEGERJ SIPIL DILINGI\UNOAN 

PEMERINTAH l,;ABUPATEN SINTANG 

OtJOUJ7 • 

·- 

 

  



l 

Sin tang . 

Pelapo, 

f Otmilu•n lapo<an ini d1bu•t dengan sebenarnya di ·•········· 

............ 

•• ,,,,,,,,.,,,,, •·•••••••••••••••• .. ••••••••u•••••••••••••••••••••••••••• ·····'. ······· . 
,,, . ...................................................... 

,, .. ,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,oo••••••••••••••••• ·••••••••• , ,,,,, •••••••• ·••••••••••••••v•••••••••••••.,•••••••"•••a• ••••••••• 

······ ···································· ····· ...................................................... 
lsi laporan 

3. Nama 
Ala.mat 

2. Nama 
Alamat I 

I 

Kama 
Alamat 

SAKSI- SAKS! 

!OENTlTAS TERL>\POR 
Nama 
!>IP 
Pangkat/ Gol Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

lDENTITAS PELAPOR 
Nama 
NIP 
Pangkat/Gol Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

a cot-.'TOH FORMAT L>\PORAN/PENGADUAN TERTUUS 

LAPORA!f I PEl'IGADUAJII TERTULJS 
Nomor: 

Ot.10Jl8 

 

  



'I ''\ Co,~ vane lid•lr pe,lu 
luflsW, pelona•ran kod• "tik vane dictuca dllakukan PNS. 

t 
l 

T "">busan : 
l. .\tllsan uu'S<unc 
l, ~u.a M•"''"· l. ..... ...... ..................................... 

................................. Sinrang . 

.... . 
f f ~mik,an dilaksanakan. 

........................................................................................................................... ...... 

............................................................................ .. . 

........................................................................... . ................................... ····· " ' . 

Untuk diperiksavdirninta keterangen 'Jsehubungnn dengan dugnnn l)('langg11mn \..od<' 
e11k")........ . . . . . . .. 

I (I pada 

Hari 
l'anggal 
Jam 
Tempat 
Unit Kerja 

Untuk menghadap kepadn 
Nama 
NIP 
Pangkat/Ool Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

Namf\ 
NIP 
Pangkat/Ool Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

Dcngan ini diminta dengan hormat kehadinrn saudara 

fil!MT__J'Al'fGGIL.\ff 
Nomor : 

c. coNTOH FORMAT PANGC'rll..AN 
· • OtJOo.19 

-- 

 

  



• 

I 

( ) 
NIP. nHnu,,n,i,i,, 

Sekretaris Majelis Kode Etik 

4 Dermkian untuk rnenjudikan periksa. 

3. Berdasnrknn ketl'ntu1rn l'asnl ...... Peraturan Bupati Sintang Nomor ..... Tahun 
1en11111R, diuaulknn s1dang Majells Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan 

ll'bth lru1J11I tt'rhadap pelnnggarnn dimaksud. I 
/o 

Drdugn telnh melakukan pelanggaran Kode Erik. 

b dst. 

a. Nnma 
NIP 
Pnngkat/Oolongan Ruang 
.Jabaran 
Unit Kerja 

0 

2 S,·h11l.n1ngnn dcngan lnporan/pengnduan tersebut diatas, kami berpendapat 
bahwa 

R,uul.nn : 
Lapornn / Pl'ng,11111an Nomor . 

SINTANO 

RI\I\MllA 
ll!'l'kns 
Usul11n Sidnng 
Mojells l\<Xk ~tik. 

Kepada 
Yth. Ketua Majelis Kode Etik PNS 

di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sintang 
di 

N,uuur 
~11:,t 
\ 11mp1n111 
11:11 

Sin tang, 

I' '""1\llt I•'\ >RMt\T RURI\T USUI.AN SIDI\NO MJ\.JELIS KODt,; ETJK 

· 0110100 
- 

 

  



JAROT WlNARNO 

BUPATI SlNTANO. 

Majclis Kode Etik : 
I. Nama 

NIP 
Tanda Tangari 

2. Nama 
NIP 
Tanda Tangan 

3. Nama 
NIP 
Tanda Tangan 

........................................................................... 

........................................................................... ··········································································· 

........................................................................... 

. . 

........................................................................... I. Penanyaan 

Jawaban 
2. Pertanyaan 

Jawabe.n 
3. Pcrtanyaan 

Jawabe.n 
I 4. Penanyaan 10 Jawaban 

5. Ost. 

Yang diperiksa : 

t 
Nama 
NIP 

i 
i Tanda Tangan 

• I 
I 

! 
i 
' ! 
•• • 

Berdasarkan wewenang yang ada pada Majeiis Kode Etik telah melakukan perneriksaau 
terhadap: 

I. Nama 
NIP 

") Pangkat/Golongan Ruang 
Jabatan 
lnstansi 

Karena yang bersangkutan diduga teiah mclakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal ........ ayat ...... aangka ..... huruf .... Peraturan Bupati Sin tang Nomor .... Tahun ..... 
tentang Kode Etik Pegawai Negcri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupatttn Sintang. 

\Vakil Kerua Merangkap Anggota 

Ketua Mcrangkap Anggota 

I. Nama 
NIP 
Pangkat/Oolongan Ruang 
Jabatan 
Instansi 

2. Nama 
NIP 
Pangkat/Oolongan Ruang 
Jabatan 
lnstansi 

3. Ost. 

Pada hari ini tanggal bu Ian tahun Maj~lis Kod~ Eiik 

BERJTA ACARA PEMERIKSAAN 

000101 e. coNTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

 


